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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.1 
yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut 
dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam 
mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan 
menjelaskan kekosongan norma yang mengatur tentang pertanggungjawaban 
pidana oleh korporasi terhadap pengurus korporasi yang melakukan kejahatan 
insider trading untuk kepentingan dan keuntungan korporasi. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statuta approach). Penelitian ini 
menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi 
bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang pasar modal 
yang terkait dengan kekosongan norma yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap pengurus korporasi yang 
melakukan kejahatan insider trading untuk kepentingan dan keuntungan 
korporasi.   
C. Jenis Bahan Hukum 
Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis 
yaitu: 
                                                             
1 Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta:Kencana, Hlm 
133 
52 
1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia 
yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang 
dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam hukum adat. Adapun 
peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah: 
Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 104  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3608. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, 
dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak 
maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.  
3) Bahan hukum Tersier 
Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Ensiklopedia hukum. 
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum 
primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran 
studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan kekosongan norma 
mengenai mengenai regulasi yang mengatur tentang kejahatan insider trading 
di pasar modal  . Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi 
literatur (literature study) dan studi dokumen (document study) di Perpustakaan 
Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya), koleksi pribadi penulis serta dengan cara 
mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang 
hendak dibahas. 
Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari 
dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya 
hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai 
dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam 
rumusan masalah. 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode 
interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan 
diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling 
bergantung.2 Metode interpretasi sistematis digunakan untuk melihat 
perundang-undangan lain yang mengatur tentang Pertanggungjawaban 
Pidana Koporasi bagi pelaku kejahatan insider trading di pasar modal. 
Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan dan 
asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga 
diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. 
F. Defisini Konseptual 
Adapun definisi konseptual yang menjadi kata kunci dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban Pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud 
untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 
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dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. 
Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk memidana 
suatu badan hukum atau korporasi yakni korporasi ketika pengurus atau 
orang dalam melakukan kejahatan insider trading untuk dan/atau atas nama 
korporasi sehingga menguntungkan korporasi. 
2. Insider Trading 
Kejahatan di pasar modal yang dilakukan oleh orang dalam dengan 
mempergunakan informasi perusahaan yang belum dipublikasikan yang 
informasi tersebut merupakan informasi material yang memiliki pengaruh 
terhadap perkembangan harga efek. 
3. Informasi orang dalam 
Informasi orang dalam adalah informasi atau fakta penting dan relevan 
mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga 
efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau 
pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut 
 
